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PRAKATA

Negara kesejahteraan adalah konsep yang mengacu pada peran negara 
dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh 

warga negaranya. Pada dasarnya, negara kesejahteraan berupaya mencip-
takan keadilan sosial dengan melibatkan negara secara aktif dalam penye-
diaan layanan dan perlindungan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, serta 
bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Negara tidak hanya berperan 
sebagai penegak hukum dan pelindung keamanan, tetapi juga sebagai 
penjamin hak-hak sosial ekonomi yang fundamental bagi masyarakat. 

Negara kesejahteraan muncul sebagai tanggapan terhadap dampak 
negatif industrialisasi dan kapitalisme yang sering kali menghasilkan 
ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Pemikiran ini berawal 
dari kebutuhan untuk melindungi rakyat dari risiko sosial seperti kemis-
kinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Negara kesejahteraan 
dibangun di atas keyakinan bahwa pasar bebas saja tidak cukup untuk 
menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. 

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan pemikiran dan praktik dalam memahami dasar-dasar 
negara kesejahteraan. Penulis juga berharap buku ini menjadi referensi 
yang berguna bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik 
pada isu-isu terkait. Semoga buku ini dapat menginspirasi langkah-langkah 
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konkrit menuju terwujudnya sistem kesejahteraan yang lebih inklusif, 
berkeadilan, dan berdaya tahan di tengah dinamika global yang semakin 
kompleks.
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BAB I
Pendahuluan

Mimpi Negara Kesejahteraan
Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara 
yang memberikan berbagai tunjangan jaminan 
sosial, seperti layanan kesehatan yang dikelola oleh 
negara, pensiun, tunjangan sakit, tunjangan peng-
angguran, dan lain-lain. Dari perspektif politik, 
negara kesejahteraan adalah negara yang mendu-
kung kesejahteraan publik dari sudut pandang 
ekonomi. Namun, perbedaannya terletak pada 
pelaksanaan program-program negara kesejah-
teraan yang sering kali hanya digunakan oleh 
pemerintah untuk kepentingan melawan oposisi 
(Setiyono, 2018: 32).

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) 
merupakan salah satu topik utama dalam perdebatan 
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kebijakan publik di berbagai negara. Menurut Amich Alhumami, diskusi 
mengenai negara kesejahteraan berpusat pada dua konsep utama, yaitu 
pembangunan ekonomi (economic development) dan kesejahteraan sosial 
(social welfare). Pembangunan ekonomi mengacu pada upaya meningkat-
kan kapasitas ekonomi suatu negara melalui pertumbuhan, industrialisasi, 
dan distribusi sumber daya. 

Sementara itu, kesejahteraan sosial berfokus pada perlindungan indi-
vidu dan kelompok masyarakat melalui berbagai kebijakan sosial, seperti 
jaminan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Kedua 
konsep ini saling berhubungan karena tanpa pertumbuhan ekonomi yang 
stabil, upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial akan terhambat, begitu 
pula sebaliknya, kesejahteraan sosial yang baik dapat mendukung keber-
lanjutan pembangunan ekonomi.

Negara kesejahteraan modern sering menghadapi tantangan dalam 
menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan 
untuk memperkuat kesejahteraan sosial. Di satu sisi, pemerintah harus 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun di sisi lain, 
pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan 
tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Dalam konteks ini, perdebatan mengenai negara kesejahteraan meli-
batkan pilihan sulit terkait alokasi sumber daya, prioritas kebijakan, dan 
peran negara dalam mengintervensi pasar untuk menjaga keseimbangan 
antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Meski mengha-
dapi tantangan, banyak negara terus berupaya menciptakan model negara 
kesejahteraan yang efektif. Dengan kata lain, kedua aspek ini dapat berjalan 
demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Mimpi negara kesejahteraan muncul sebagai respons terhadap 
tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi dunia pada abad ke-20, 
terutama setelah Depresi Besar pada 1930-an. Model negara kesejahte-
raan dirancang untuk meredam dampak negatif kapitalisme yang tidak 
terkendali, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan. Melalui intervensi 
negara dalam sektor ekonomi dan perlindungan sosial, model ini bertujuan 
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BAB II
Hakikat Negara 
Kesejahteraan

Definisi, Ciri-Ciri, dan Model Negara 
Kesejahteraan
Negara kesejahteraan (welfare state) pertama kali 
muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep 
ini sangat terkait dengan kondisi sosial, politik, dan 
ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram 
akibat kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis 
yang bebas berlandaskan pada prinsip-prinsip negara 
hukum liberal (Aminuddin, 2012: 14).

Dalam pendapat lain, negara kesejahteraan 
pertama kali muncul pada abad ke-20. Konsep 
negara kesejahteraan bukanlah sekadar memberi-
kan keuntungan kepada penguasa atau kelompok 
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elit, melainkan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada selu-
ruh rakyat. Dalam hal ini mencakup berbagai upaya untuk menyediakan 
layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang 
memadai. Negara berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan 
ekonomi di antara warganya. Negara kesejahteraan juga mencerminkan 
komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendorong setiap individu 
berkembang dan mencapai potensi maksimal (Isrok, 2010: 23).

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menca-
pai kesejahteraan umum, seperti yang tertuang dalam alinea keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Paham kesejahteraan ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan 
dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh 
rakyat. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi 
setiap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencip-
takan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi 
yang merata.

Selain itu, tujuan negara Indonesia yang mencakup “memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan 
keadilan sosial” menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan 
dengan aspek ekonomi, tetapi juga meliputi pendidikan dan keadilan. 
Dengan fokus pada pengembangan masyarakat yang adil dan sejahtera, 
Indonesia berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki akses 
yang sama terhadap peluang dan sumber daya. Hal ini penting untuk 
menciptakan masyarakat yang inklusif. Setiap orang dapat berkontribusi 
dan merasakan manfaat dari kemajuan negara.

Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara sangat krusial dalam 
mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bahkan, masyarakat secara 
keseluruhan dapat mencapai kesejahteraan atau tidak sangat bergantung 
pada upaya negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kese-
jahteraan tersebut.

Menurut Ridwan (2006: 13—14) secara umum negara kesejahteraan 
memiliki berbagai ciri-ciri berikut.
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BAB III
Konsep Negara  
Kesejahteraan

Konsep Negara Kesejahteraan 
Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap 
sebagai jawaban yang paling tepat sebagai bentuk 
keterlibatan negara dalam memajukan kesejah-
teraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat dengan 
munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan 
pasar (market failure) dan kegagalan negara (state 
failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat 
(Setiyono, 2018: 17).

Gagasan utama negara kesejahteraan berakar 
dari upaya negara untuk mengelola seluruh sumber 
daya yang dimiliki guna untuk mencapai salah satu 
tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan 
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rakyat. Cita-cita ini kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang sebe-
lumnya telah dikonsultasikan dengan publik, sehingga dapat dinilai apakah 
suatu negara benar-benar berhasil menciptakan kesejahteraan bagi warga-
nya. Masalah seperti kemiskinan dan kesehatan masyarakat menjadi isu-isu 
penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah dalam merumuskan 
kebijakan kesejahteraan.

Budiardjo (2008: 55—56) menyatakan bahwa terlepas dari ideologi-
nya, konsep dasar negara kesejahteraan melaksanakan beberapa fungsi 
minimum yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Adapun fungsi dari 
konsep dasar negara kesejahteraan sebagai berikut.

1.	 Melaksanakan penertiban (law and order)
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masya-
rakat, negara harus menjalankan fungsi penertiban. Negara berperan 
sebagai stabilisator yang menjaga ketertiban sosial dan memastikan 
hukum untuk selalu ditegakkan agar masyarakat bisa hidup dalam 
suasana damai. Dengan adanya aturan yang jelas, negara memastikan 
hak dan kewajiban setiap warga dihormati dan dipatuhi.

2.	 Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyatnya, terutama di negara-negara yang sedang 
berkembang. Negara berperan dalam menyediakan program ekonomi, 
kesehatan, dan pendidikan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup 
masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan ini, negara membantu 
menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh warga.

3.	 Pertahanan
Negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat untuk melin-
dungi warganya dari ancaman eksternal seperti serangan dari luar. 
Untuk itu, negara dilengkapi dengan alat pertahanan, seperti angkatan 
bersenjata dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan 
wilayah. Fungsi pertahanan ini penting untuk menjamin keamanan 
dan perlindungan bagi seluruh rakyat.
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BAB IV
Sejarah Negara 
Kesejahteraan

Akar Sejarah Lahirnya Negara 
Kesejahteraan
Menurut Kamus Merriam-Webster, istilah welfare 
didefinisikan sebagai keadaan bahagia, sehat, atau 
sukses. Secara bebas, kata welfare mencakup bebe-
rapa makna, yaitu kondisi bahagia, sehat, dan berha-
sil. Dalam salah satu studinya, Andersen menjelas-
kan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang 
memiliki kekuasaan terorganisir, digunakan secara 
sengaja (melalui politik dan administrasi) untuk 
memodifikasi pengaruh kekuatan pasar dalam seti-
daknya tiga arah (Setiyono, 2018: 39).
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Negara menjamin individu dan keluarga mendapatkan pendapatan 
minimum tanpa memperhatikan nilai pasar dari pekerjaan atau properti. 
Negara juga berusaha mengurangi ketidakamanan dengan membantu 
individu dan keluarga menghadapi berbagai permasalahan terkait jaminan 
sosial, seperti sakit, usia lanjut, dan pengangguran yang dapat menyebab-
kan krisis bagi individu dan keluarga. Negara memastikan bahwa semua 
warganya (tanpa memandang status atau kelas) mendapatkan standar 
terbaik yang tersedia terkait dengan berbagai layanan sosial yang disepakati.

Negara kesejahteraan (welfare state) dapat dipahami dari dua sudut 
pandang, yaitu terbatas dan luas. Dari sudut pandang terbatas, welfare 
state merujuk pada pengelolaan keuangan pemerintah yang berfokus pada 
sektor rumah tangga, seperti konsumsi domestik, pendapatan, asuransi, 
serta subsidi atau bantuan sosial untuk anak, pendidikan, kesehatan, dan 
perawatan lansia. 

Sementara itu, dari sudut pandang yang lebih luas, welfare state menca-
kup intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, kebijakan perumahan, 
regulasi ketenagakerjaan, undang-undang perpajakan, dan kebijakan 
lingkungan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam sejarahnya, welfare sering diartikan berbeda oleh orang 
dan negara yang berbeda. Menurut Edi (2006: 22—23) pengertian kese-
jahteraan sedikitnya mengandung empat makna berikut. 

1.	 Kondisi sejahtera (well being)
Kesejahteraan dapat dipahami sebagai kondisi sejahtera yang menca-
kup pemenuhan kebutuhan material dan nonmaterial. Istilah ini sering 
dihubungkan dengan kesejahteraan sosial (social welfare) yang meng-
acu pada keadaan atau kebutuhan dasar manusia terpenuhi. 

Midgley mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah 
kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia. Definisi ini menun-
jukkan bahwa kesejahteraan sosial mencakup aspek yang lebih luas, 
termasuk kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya 
yang mendukung kehidupan yang layak.
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BAB V
Paradigma Negara 
Kesejahteraan

Paradigma Klasik Negara 
Kesejahteraan
Paradigma klasik negara kesejahteraan (welfare 
state) muncul sebagai tanggapan terhadap konsep 
laissez-faire yang dominan sebelumnya. Prinsip 
laissez-faire yang berarti “biarkanlah berbuat, biar-
kanlah lewat” menggambarkan pendekatan negara 
yang membiarkan pasar beroperasi tanpa campur 
tangan. Pada masa itu, negara hanya berperan seba-
gai penjaga malam (nachtwachterstaat) yang tugas 
utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban 
tanpa terlibat dalam urusan ekonomi atau kesejah-
teraan masyarakat (Suharto, 2008: 87).
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Setelah terjadinya revolusi industri dan meningkatnya ketimpangan 
sosial, peran negara mulai dipertanyakan. Kondisi ini memunculkan 
kebutuhan agar negara berperan lebih aktif dalam menangani masalah 
kesejahteraan warganya. Dari kondisi inilah lahir sebuah konsep negara 
kesejahteraan. Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga 
bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi 
masyarakat.

Negara kesejahteraan mulai terwujud melalui kebijakan-kebijakan 
yang melibatkan intervensi negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, 
dan jaminan sosial. Negara berupaya mengurangi ketidakadilan dan ketim-
pangan ekonomi yang dihasilkan oleh pasar bebas. Misalnya, pemerintah 
mulai menyediakan layanan publik seperti jaminan kesehatan, akses pendi-
dikan, dan perlindungan bagi pengangguran.

Rahmawati (2021: 3—5) menjelaskan bahwa paradigma klasik negara 
kesejahteraan mencakup tiga aspek utama berikut.

1.	 Kebijakan sosial berbasis aset komunitas 
Indonesia sebenarnya telah memiliki syarat-syarat dasar untuk memba-
ngun negara kesejahteraan. Indonesia memiliki potensi besar untuk 
membangun negara kesejahteraan, terutama karena sudah memenuhi 
syarat-syarat dasar yang dibutuhkan. Namun, untuk mewujudkannya 
diperlukan komitmen politik yang lebih kuat serta kebijakan sosial 
yang tepat. 

Salah satu pendekatan yang dapat mendukung hal ini adalah 
kebijakan sosial berbasis aset komunitas (asset-based community 
development atau ABCD). Pendekatan ini menekankan pentingnya 
memberdayakan komunitas dengan memanfaatkan aset yang dimiliki 
masyarakat sambil melibatkan institusi, termasuk pemerintah untuk 
menciptakan layanan sosial yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan ABCD, komunitas dapat diberdayakan untuk 
memanfaatkan aset lokal, seperti keterampilan, sumber daya alam, 
dan jaringan sosial, guna menciptakan layanan sosial yang berkelan-
jutan. Dengan dukungan orang-orang yang memahami kebutuhan 
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BAB VI
Model Negara  
Kesejahteraan

Model Liberal
Model liberal negara kesejahteraan diadopsi oleh 
beberapa negara, termasuk Britania Raya, Irlandia, 
Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan 
Australia. Dalam model ini, pemerintah memiliki 
peran penting dalam menyediakan layanan sosial, 
tetapi tetap mengedepankan prinsip pasar bebas. 
Negara bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa semua warga mendapatkan akses ke layanan 
dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlin-
dungan sosial (Suyana, 2022: 8).

Model ini juga menekankan pentingnya efisi-
ensi ekonomi sehingga pemerintah diharapkan 
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tidak terlalu campur tangan dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, peme-
rintah berfokus pada menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar 
berfungsi dengan baik. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa 
kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kombinasi antara inter-
vensi pemerintah dan dinamika pasar yang sehat.

Negara-negara yang mengadopsi model liberal kesejahteraan ini telah 
menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan mening-
katkan kualitas hidup. Di Britania Raya, terdapat program-program kese-
jahteraan yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga 
berpenghasilan rendah dan meningkatkan akses pendidikan. Di Amerika 
Serikat berbagai inisiatif seperti medicaid dan program bantuan makanan 
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. 

Sementara itu, negara-negara seperti Kanada dan Selandia Baru telah 
mengembangkan sistem kesehatan universal yang memberikan akses 
layanan kesehatan kepada semua warganya. Melalui pendekatan yang 
beragam ini, model liberal negara kesejahteraan berupaya menciptakan 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Sukmanan (2016: 104—105) menjelaskan bahwa dalam penerapannya 
di Indonesia, model liberal dalam negara kesejahteraan meliliki berbagai 
ciri-ciri khusus sebagai berikut.

1.	 Dukungan sosial yang means-tested
Dukungan sosial yang bersifat means-tested adalah bantuan yang dibe-
rikan berdasarkan kebutuhan individu atau keluarga. Artinya, dalam 
kriteria tertentu seperti penghasilan di bawah batas yang ditentukan 
berhak menerima bantuan tersebut. 

Pendekatan ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial untuk 
melindungi kelompok yang rentan dari risiko kemiskinan dan keti-
dakpastian ekonomi. Dengan cara ini, negara dapat lebih efisien dalam 
mendistribusikan sumber daya dan memastikan bantuan diberikan 
kepada mereka yang paling membutuhkan.
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BAB VII
Desain Negara 
Kesejahteraan

Struktur Kebijakan Negara 
Kesejahteraan
Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama 
negara. Untuk mencapainya kesejahteraan rakyat 
diperlukan mekanisme yang jelas dalam bentuk 
kebijakan publik. Kebijakan publik yang baik dapat 
berfungsi sebagai instrumen penting dalam meng-
atasi berbagai permasalahan sosial yang muncul. 
Dalam hal ini, struktur kebijakan negara kesejahte-
raan sangat penting untuk merancang dan melaksa-
nakan program-program yang mendukung pening-
katan kualitas hidup masyarakat. 
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Program-program ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan 
kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang 
layak, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang memerlukan perha-
tian khusus. Upaya mencapai kesejahteraan melalui kebijakan publik juga 
menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan kesen-
jangan dalam distribusi layanan. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam 
merumuskan kebijakan publik sangat penting (Sukamariningsih, 2014: 197).

Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terma-
suk masyarakat dan sektor swasta untuk mengembangkan solusi yang lebih 
efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat struktur kebijakan negara 
kesejahteraan, upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak positif 
yang signifikan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan 
masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Struktur kebijakan negara kesejahteraan di Indonesia mencakup 
berbagai elemen yang disusun untuk menciptakan sistem yang mendu-
kung kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, negara 
berperan sebagai pengatur, fasilitator, dan pelindung untuk memastikan 
tercapainya keadilan sosial. Sinaga (2021: 480—481) menyebutkan struk-
tur kebijakan negara kesejahteraan yang ada di Indonesia sebagai berikut.

1.	 Sistem jaminan sosial nasional (SJSN)
Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) adalah fondasi utama kebijakan 
kesejahteraan yang bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia 
dari berbagai risiko sosial dan ekonomi. BPJS Kesehatan sebagai 
bagian dari SJSN menyediakan jaminan kesehatan yang mencakup 
layanan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi secara menyeluruh 
bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan dan kurang mampu. 

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan 
kepada pekerja formal maupun informal dari risiko kehilangan penda-
patan akibat kecelakaan kerja, hari tua, atau kematian. Program 
jaminan pensiun dan hari tua juga dirancang untuk memberikan 
perlindungan ekonomi jangka panjang bagi tenaga kerja. Program 
ini memastikan para pekerja dapat menikmati masa pensiun dengan 
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BAB VIII
Tantangan Menuju  
Negara Kesejahteraan

Tanggung Jawab Pemerintah 
Mewujudkan Kesejahteraan
Negara-negara Barat melihat konsep negara kese-
jahteraan sebagai solusi untuk mengatasi dampak 
negatif kapitalisme, terutama dalam ekonomi pasar 
bebas. Pasar bebas sering kali menyebabkan ketim-
pangan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, sebagian 
masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Negara kesejahteraan berperan untuk 
menyeimbangkan kekuatan pasar dengan intervensi 
negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari 
dampak buruk sistem kapitalis. 
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Suharto (2008: 18) menyebut negara kesejahteraan sebagai bentuk 
kapitalisme berwelas asih (compassionate capitalism) karena bertujuan 
memperbaiki kapitalisme dan bukan menghapusnya. Negara memberikan 
perhatian khusus pada masyarakat rentan dengan tujuan mengurangi 
dampak negatif pasar bebas. Agar berhasil, konsep negara kesejahteraan 
harus disesuaikan dengan nilai-nilai, budaya, dan aspirasi rakyatnya. 
Negara kesejahteraan yang efektif akan berlandaskan pada prinsip keadilan 
sosial dan mampu menyesuaikan kebijakannya dengan kondisi ekonomi 
serta kebutuhan masyarakat yang berlaku.

Terdapat dua tipe ideologi dalam tanggungjawab pemerintah mewu-
judkan negara kesejahteraan sebagai berikut. Pertama, terdapat aliran 
pemikiran yang berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghilang-
kan dampak negatif sosial yang ditimbulkan oleh negara dengan ideologi 
liberal kapitalistik adalah melalui sosialisasi total masyarakat. Kaum sosialis 
yang dipelopori oleh Karl Marx secara radikal mendasarkan pandangan-
nya pada konsep sosialisasi mutlak. Menurut Marx, masalah sosial yang 
muncul dari konsep negara berideologi liberal dan individualistik berakar 
pada diakuinya hak milik pribadi atas alat-alat produksi, serta kebebasan 
untuk menjalankan usaha demi keuntungan pribadi (Marilang, 2010: 10).

Kedua, terdapat aliran pemikiran yang berupaya mempertahankan 
kebebasan dalam negara hukum sebisa mungkin, lalu membenarkan 
perlunya intervensi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan rakyat 
secara optimal. Ideologi dan paham negara ini berusaha menggabungkan 
prinsip-prinsip negara hukum dengan prinsip-prinsip negara sosialis. 

Aliran pemikiran ini mengarah pada konsep negara sosio-kapitalis 
yang mengedepankan negara kesejahteraan sebagaimana diperkenalkan 
oleh Mac Iver. Dalam pandangan ini, negara tidak lagi sekadar berfungsi 
sebagai alat kekuasaan (instrument of power), tetapi juga dianggap sebagai 
lembaga pelayanan (agency of service).

Tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan negara kesejahteraan 
dalam konteks keadilan sosial, jika ditinjau dari sudut pandang aliran 
utilitarianisme berfokus pada prinsip “kebaikan terbesar bagi jumlah orang 
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